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Abstrak  Era desentralisasi dan  demokrasi  memberi  kesempatan  untuk
mengedepankan proses penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Usaha
penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis tersebut  diloksanakan pada
lingkatan pusat hingga daerah. Aspek mendasar yang harus diatur oleh pemerintah
daerah dalam kaitannya dengan pemerintah pusat adalah pada bidang pengelolaan
keuangan daerah dan anggaran daerah. Pajak kendaraaan bermotor merupakan
salah satu pajak daerah Provinsi yang paling dominan dalam peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD). Pajak kendaraan bermotor (PKB) yang sekarang
dilaksanakan, didasarkan pada UU No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi daerah. ¢
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1. Pendahuluan

Pelaksanaan pembangunan di daerah pada’umumnya tergantung dari pendapatan
asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan
pembangunan dacrah. Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada
dacrah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat daerah yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting,
dalam hal ini, komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak
daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi adalah kontribusi wajib kepada daerah yang
terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.




